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I. UMUM

APBN Tahun Anggaran 2018 disusun dengan berpedoman pada
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, serta Kerangka Ekonomi Makro
dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2018 sebagaimana telah
dibahas dan disepakati bersama, baik dalam Pembicaraan Pendahuluan
maupun Pembicaraan Tingkat I Pembahasan APBN Tahun Anggaran 2018
antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2018 juga mempertimbangkan kondisi
ekonomi, sosial, dan perkembangan internasional dan domestik dalam
beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah antisipatif yang telah
ditempuh dalam tahun 2017, maupun rencana kebijakan yang akan
dilaksanakan di tahun 2018.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2018 diperkirakan
mencapai sekitar 5,4% (lima koma empat persen). Penetapan target ini
memperhatikan perkembangan terkini faktor eksternal dan internal. Dari
sisi eksternal, perekonomian global masih akan menghadapi risiko yang
bersumber dari kebijakan moneter negara maju, kecenderungan stagnasi
harga komoditas internasional serta moderasi perekonomian Tiongkok.
Dari sisi internal, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan didorong oleh

belanja infrastruktur Pemerintah dalam rangka penguatan sektor
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produktif, dukungan konsumsi masyarakat, peningkatan investasi dan
perbaikan ekspor. Berbagai paket kebijakan yang telah diterbitkan
diharapkan juga mampu mendorong tumbuhnya investasi swasta yang
akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga
stabilitas ekonomi makro.

Upaya menjaga stabilitas ekonomi makro tersebut ditempuh melalui
kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang terkoordinasi. Terjaganya
stabilitas ekonomi makro akan tercermin pada i) rata-rata nilai tukar
rupiah yang akan stabil pada kisaran Rp13.400,00 (tiga belas ribu empat
ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat; ii) laju inflasi diperkirakan
dapat dikendalikan pada tingkat 3,5% (tiga koma lima persen); dan iii)
rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara 3 (tiga) bulan akan
mencapai 5,2% (lima koma dua persen). Namun demikian, kondisi
stabilitas ekonomi makro tersebut akan menghadapi potensi risiko gejolak
likuiditas pasar keuangan global sebagai dampak ketidakpastian
kebijakan moneter di negara maju khususnya Amerika Serikat dan Eropa.

Sejalan dengan tren stagnasi harga komoditas dunia, rata-rata harga
minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price-ICP) di pasar
internasional dalam tahun 2018 masih akan berada pada kisaran USD48
(empat puluh delapan dolar Amerika Serikat) per barel. Sementara itu,
lifting minyak mentah diperkirakan mencapai sekitar 800.000 (delapan
ratus ribu) barel per hari, sedangkan lifting gas diperkirakan mencapai 1,2
(satu koma dua) juta barel setara minyak per hari.

Strategi pelaksanaan pembangunan Indonesia didasarkan pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
Pelaksanaan strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
dibagi ke dalam empat tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional yang tiaptiap tahap memuat rencana dan strategi pembangunan
untuk lima tahun yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Tahun 2018 merupakan tahun keempat dalam agenda Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahap ke-3. Berdasarkan
pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai kelanjutan dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahap ke-1 (2005-2009) dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ke-2 (2010-2014),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ke-3 (2015-2019)
yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara

menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif
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perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber
daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta inovasi. Upaya pencapaian tujuan-tujuan tersebut akan
diimplementasikan melalui pencapaian sasaran pembangunan di tiap
tahun dengan fokus yang berbeda, sesuai dengan tantangan dan kondisi
yang ada. Fokus kegiatan tersebut diterjemahkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah di tiap-tiap tahun.

Sembilan agenda (Nawa Cita) merupakan rangkuman program-
program yang tertuang dalam visi-misi Presiden/Wakil Presiden yang
dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang terdiri atas
empat bagian utama, yaitu i) Norma Pembangunan; ii) Tiga Dimensi
Pembangunan; iii) Kondisi Perlu, agar pembangunan dapat berlangsung;
dan iv) Program-Program Quick Wins. Tiga dimensi pembangunan dan
kondisi perlu dari strategi pembangunan memuat sektor-sektor yang
menjadi prioritas dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam
Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018 berikut ini.

Pertama, Dimensi Pembangunan Manusia merupakan penjabaran
agenda pembangunan nasional yang tercantum dalam Nawa Cita, meliputi
antara lain peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, melakukan
revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan, dan memperkuat
restorasi sosial Indonesia. Prioritasnya adalah sektor pendidikan dengan
melaksanakan Program Indonesia Pintar, sektor kesehatan dengan
melaksanakan  Program  Indonesia  Sehat, perumahan  rakyat,
melaksanakan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan dan
memperkuat restorasi sosial Indonesia, dan melaksanakan revolusi
mental.

Kedua, program-program pembangunan dalam Dimensi
Pembangunan Sektor Unggulan merupakan penjabaran dari Nawa Cita
yang menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa
dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara meningkatkan
produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan
mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik. Prioritas pembangunan sektor unggulan
meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan,

kemaritiman, pariwisata, industri, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
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Ketiga, seluruh penduduk telah memperoleh manfaat dari
pertumbuhan pendapatan nasional yang dicerminkan oleh meningkatnya
konsumsi per kapita penduduk. Oleh karena itu, melalui Dimensi
Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan, untuk peningkatan kualitas
hidup diupayakan melalui prioritas pada pemerataan antarkelompok
pendapatan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Program-program dalam dimensi ini merupakan penjabaran Nawa Cita
membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah
dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup
manusia Indonesia, dan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya
saing di pasar internasional.

Untuk mendukung pelaksanaan tiga dimensi pembangunan tersebut,
perlu ada suatu Kondisi Perlu. Program-program pembangunan untuk
menciptakan Kondisi Perlu merupakan penjabaran Nawa Cita
menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, mengembangkan
tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis, dan terpercaya,
serta memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem
dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
Kondisi Perlu meliputi program peningkatan kepastian dan penegakan
hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola
dan reformasi birokrasi.

Agar prioritas sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional
lainnya tersebut dapat tercapai, salah satu hal yang perlu dilakukan
Pemerintah adalah mengoptimalkan Penerimaan Perpajakan dan PNBP.
Peningkatan Penerimaan Perpajakan dilakukan melalui ekstensifikasi dan
intensifikasi pajak. Lebih lanjut, pencapaian prioritas sasaran
pembangunan juga dicapai melalui langkah-langkah efisiensi sumber
pembiayaan yang diantaranya dengan mengutamakan pembiayaan dalam
negeri, pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, serta pemanfaatan
pinjaman luar negeri secara selektif yang diutamakan untuk
pembangunan infrastruktur dan energi.

Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan energi dalam
negeri yang bersumber dari minyak dan gas bumi yang semakin
berkurang, perlu dilakukan peningkatan sumber-sumber panas bumi
melalui: i) intensifikasi dan ekstensifikasi eksplorasi; ii) penyempurnaan

dalam peraturan perundang-undangan di bidang panas bumi yang
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memberikan manfaat dan keadilan kepada daerah serta untuk menjaga
iklim investasi di bidang panas bumi; dan iii) pemberlakuan kebijakan
Pajak Penghasilan yang Ditanggung Pemerintah bagi pengusaha panas
bumi yang izinnya diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2003 tentang Panas Bumi berlaku.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun
Anggaran 2018 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah
sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan
Daerah Nomor 08/DPD RI/I/2017-2018, tanggal 19 September 2017.

Pembahasan Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Pemerintah dan
Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pihak ketiga yang pajak penghasilannya ditanggung
Pemerintah adalah pihak ketiga yang memberikan jasa

kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan dan/atau
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pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional,
yang antara lain jasa agen penjual dan jasa konsultan
hukum internasional dan jasa agen penukar/pembeli.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pendapatan Sumber Daya Alam Nonmigas yang bersumber
dari sektor kehutanan tidak hanya ditujukan sebagai target
penerimaan negara melainkan lebih ditujukan untuk
pengamanan kelestarian hutan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
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Ayat (4)

Sambil menunggu dilakukannya perubahan atas Undang-
Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara, dan dalam rangka mempercepat penyelesaian
piutang bermasalah pada Badan Usaha Milik Negara di bidang
usaha perbankan, dapat dilakukan pengurusan piutangnya
melalui mekanisme pengelolaan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas
dan di bidang perbankan.

Sedangkan terkait dengan pemberian kewenangan kepada
Rapat Umum Pemegang Saham dan pengawasan Pemerintah
dalam penyelesaian piutang bermasalah pada Badan Usaha
Milik Negara di bidang usaha perbankan didasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Badan

Usaha Milik Negara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pendapatan Badan Layanan Umum termasuk dalam hal
terdapat penerimaan yang diperoleh dari penyelenggaraan Asian
Games 2018 oleh Indonesia Asian Games 2018 Organizing
Committee (INASGOC) melalui satuan kerja di lingkungan
Kementerian Pemuda dan Olahraga yang mengelola dana dari

usaha keolahragaan.

Ayat (7)

Pasal 6

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.
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Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “desa tertinggal dan desa sangat
tertinggal” adalah status desa yang ditetapkan oleh
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi.
Yang dimaksud dengan “desa tertinggal dan desa sangat
tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi” adalah
desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki
jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada
kelompok desa desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10
(sepuluh).
Huruf c
Data jumlah desa, jumlah penduduk desa, angka
kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan
geografis desa bersumber dari kementerian yang berwenang
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang statistik.
Dalam hal data tidak tersedia, perhitungan Dana Desa
menggunakan data tahun  sebelumnya dan/atau
menggunakan rata-rata data desa dalam satu kecamatan
dimana desa tersebut berada.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
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Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pusat
sebesar 10% (sepuluh persen) dibagi secara merata kepada
seluruh kabupaten/kota.
Bagian daerah yang berasal dari biaya pemungutan,
digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai kebutuhan
dan prioritas daerah.
Huruf b
DBH ini termasuk DBH dari Pajak Penghasilan Pasal 25
dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang
pemungutannya bersifat final berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto
tertentu.
Dalam  rangka  pengendalian  pelaksanaan  APBN,
penyaluran DBH dapat disalurkan tidak seluruhnya dari
pagu alokasi, dan selanjutnya diperhitungkan sebagai
kurang bayar DBH.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)

Kebijakan ini merupakan konsekuensi dari perubahan

kebijakan berupa pengalihan kewenangan di bidang kehutanan

dari

kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
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2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ayat (0)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dengan ketentuan ini daerah tidak lagi diwajibkan untuk
mengalokasikan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar
0,5% (nol koma lima persen) untuk tambahan anggaran
pendidikan dasar.

Kebijakan penggunaan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi
untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
menjadi UndangUndang, dan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penelitian dan pengembangan”
antara lain pemanfaatan areal, penanaman pohon hutan
unggulan lokal, dan penerapan sistem tebang pilih tanam
jalur.

Kebijakan ini merupakan konsekuensi dari perubahan
kebijakan berupa pengalihan kewenangan di bidang
kehutanan dari kabupaten/kota menjadi kewenangan
provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.
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Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Pendapatan Dalam Negeri neto sebesar

Rp1.398.918.395.989.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus
sembilan puluh delapan triliun sembilan ratus delapan belas
miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus
delapan puluh sembilan ribu rupiah) dihitung berdasarkan
penjumlahan  antara  Penerimaan  Perpajakan  sebesar
Rp1.618.095.493.162.000,00 (satu kuadriliun enam ratus
delapan belas triliun sembilan puluh lima miliar empat ratus
sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu rupiah)
dan PNBP sebesar Rp275.427.969.415.000,00 (dua ratus tujuh
puluh lima triliun empat ratus dua puluh tujuh miliar sembilan
ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu
rupiah), dikurangi dengan faktor pengurang, yang terdiri atas:

a. Penerimaan Negara yang Dibagihasilkan, terdiri atas:

1. Pendapatan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 25 dan
Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
sebesar Rp187.142.340.000.000,00 (seratus delapan
puluh tujuh triliun seratus empat puluh dua miliar
tiga ratus empat puluh juta rupiah);

2. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar
Rp17.369.101.000.000,00 (tujuh belas triliun tiga
ratus enam puluh sembilan miliar seratus satu juta
rupiah);

3. Pendapatan Cukai Hasil Tembakau  sebesar
Rp148.230.000.000.000,00 (seratus empat puluh
delapan triliun dua ratus tiga puluh miliar rupiah);

4. Pendapatan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas
sebesar Rp80.349.040.000.000,00 (delapan puluh
triliun tiga ratus empat puluh sembilan miliar empat
puluh juta rupiah);

5. Pendapatan Sumber Daya Alam Mineral dan Batu
Bara sebesar Rp17.858.522.076.000,00 (tujuh belas
triliun delapan ratus lima puluh delapan miliar lima

ratus dua puluh dua juta tujuh puluh enam ribu
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rupiah);

Pendapatan Sumber Daya Alam Kehutanan sebesar
Rp2.985.638.618.000,00 (dua triliun sembilan ratus
delapan puluh lima miliar enam ratus tiga puluh
delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah);
Pendapatan Sumber Daya Alam Perikanan sebesar
Rp600.000.810.000,00 (enam ratus miliar delapan
ratus sepuluh ribu rupiah); dan

Pendapatan Sumber Daya Alam Panas Bumi sebesar
Rp700.594.406.000,00 (tujuh ratus miliar lima ratus
sembilan puluh empat juta empat ratus enam ribu

rupiah).

Pendapatan Negara yang di-earmark dengan bobot sebesar

50% (lima puluh persen), terdiri atas:

1.

Pendapatan PNBP kementerian negara/lembaga
sebesar Rp24.666.871.668.000,00 (dua puluh empat
triliun enam ratus enam puluh enam miliar delapan
ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh
delapan ribu rupiah);

Pendapatan Badan Layanan Umum  sebesar
Rp43.304.597.653.000,00 (empat puluh tiga triliun
tiga ratus empat miliar lima ratus sembilan puluh
tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
dan

Penerimaan Perpajakan ditanggung Pemerintah
sebesar Rp10.768.190.036.000,00 (sepuluh triliun
tujuh ratus enam puluh delapan miliar seratus

sembilan puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah).

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.
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Ayat (14)

Cukup jelas.
Ayat (15)

Cukup jelas.
Ayat (16)

Cukup jelas.
Ayat (17)

Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pengalokasian DAK Fisik bertujuan untuk membantu daerah
tertentu, mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan
dasar masyarakat, dan percepatan pembangunan daerah dan

pencapaian sasaran prioritas nasional.

Ayat (3)

Huruf a
DAK Reguler dialokasikan kepada daerah
provinsi/kabupaten/kota berdasarkan usulan daerah
kepada kementerian negara/lembaga yang menjadi
prioritas nasional.
Besaran alokasi DAK Reguler dihitung berdasarkan usulan
daerah dan data teknis, dengan memperhatikan prioritas
nasional, dan kemampuan keuangan negara.

Huruf b
DAK Penugasan dialokasikan untuk mendanai kegiatan
khusus dalam rangka pencapaian sasaran prioritas
nasional dengan menu terbatas dan lokus yang ditentukan.
Besaran alokasi DAK Penugasan untuk masing-masing
daerah dihitung berdasarkan usulan daerah dan data
teknis, dengan memperhatikan prioritas nasional dan
kemampuan keuangan negara.

Huruf c

DAK Afirmasi dialokasikan untuk daerah kabupaten/kota

yang termasuk kategori daerah perbatasan dengan negara



No.6138

Ayat (4)
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lain, daerah tertinggal, daerah kepulauan, dan/atau daerah
transmigrasi.

Kabupaten/kota daerah perbatasan, daerah tertinggal,
daerah kepulauan, dan daerah transmigrasi ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Besaran alokasi DAK Afirmasi masing-masing daerah
dihitung berdasarkan wusulan daerah dan data teknis
dengan memperhatikan  karakteristik daerah dan

kemampuan keuangan negara.

Penetapan pagu DAK Reguler per bidang didasarkan pada

kebutuhan daerah dan pencapaian prioritas nasional.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kriteria utama merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh

suatu daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima, yang

terdiri atas:

a.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian;

Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah tepat waktu; dan

Penggunaan e-procurement.
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Sedangkan kategori kinerja merupakan jenis kategori penilaian

terhadap perbaikan dan pencapaian kinerja daerah di bidang:

a. Pengelolaan keuangan daerah, yang dicerminkan dari
kategori Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan
Daerah;

b. Pelayanan dasar publik, yang dicerminkan dari kategori:

1. Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan;
2. Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan; dan
3. Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur;

c. Pelayanan pemerintahan umum, yang dicerminkan dari
kategori:

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Perencanaan Daerah;

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Inovasi Pelayanan Publik; dan

R

Kemudahan Investasi;
d. Kesejahteraan masyarakat yang dicerminkan dari kategori
Kesejahteraan Masyarakat.
Ayat (3)
Kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah
dapat berupa antara lain:
a. penyediaan layanan dasar publik;
b. pembangunan, termasuk rehabilitasi dan pemeliharaan
sarana dan prasarana di bidang pemerintahan; atau

c. peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan di daerah.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
huruf a

Cukup jelas.
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huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

hurufd
Anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-
undangan antara lain anggaran pendidikan, anggaran
kesehatan, alokasi dana desa, dan iuran jaminan
kesehatan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “ineligible expenditure” adalah
pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperkenankan
dibiayai dari dana pinjaman/hibah luar negeri karena tidak

sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Pinjaman
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dan/atau Hibah Luar Negeri.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “perubahan pagu Pemberian Pinjaman”
adalah peningkatan pagu Pemberian Pinjaman akibat adanya
lanjutan Pemberian Pinjaman yang bersifat tahun jamak,
percepatan penarikan Pemberian Pinjaman yang sudah disetujui
dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Pemberian
Pinjaman dan/atau penambahan pagu Pemberian Pinjaman
untuk penerbitan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan atas
transaksi dokumen bukti penarikan pinjaman dan/atau hibah
yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman dan/atau hibah (Notice
of Disbursement-NOD). Perubahan pagu Pemberian Pinjaman
tersebut tidak termasuk Pemberian Pinjaman baru yang belum
dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2018.
Yang dimaksud dengan “closing date” adalah tanggal batas
akhir penarikan dana pinjaman/hibah luar negeri melalui
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana oleh Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara.
Ayat (3)
Perubahan pagu ini dipergunakan untuk penerbitan Surat
Perintah Pembukuan/Pengesahan atas transaksi dokumen
bukti penarikan Pinjaman dan/atau Hibah yang dikeluarkan
oleh pemberi Pinjaman dan/atau Hibah (Notice of Disbursement-
NOD).
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “uang muka kontrak kegiatan yang
dibiayai pinjaman luar negeri” adalah Alokasi Rupiah Murni
yang wajib disediakan pemerintah dalam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Pengguna
Pinjaman Luar Negeri, untuk membayar sejumlah tertentu
kepada penyedia barang dan/atau jasa sebagai salah satu
persyaratan pengefektifan kontrak. Tanpa pembayaran uang

muka, pinjaman luar negeri yang perjanjian pinjamannya telah
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Pasal 19

Pasal 20
Ayat (1)
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ditandatangani tidak dapat dicairkan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dilaporkan Pemerintah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran
2018” adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran
anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sebelum
APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 kepada Dewan
Perwakilan Rakyat.

Yang dimaksud dengan “dilaporkan Pemerintah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
tahun 2018” adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran
anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sepanjang
tahun 2018 setelah APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018
kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional merupakan
akumulasi dari alokasi anggaran pendidikan tahun-tahun
sebelumnya sebagai dana abadi pendidikan (endowment fund)
yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sebagai
Sovereign Wealth Fund Pendidikan.

Hasil pengelolaan dana abadi pendidikan dimaksud digunakan
untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi
generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban
antargenerasi, antara lain dalam bentuk pemberian beasiswa

dan pendanaan riset.

Ayat (4)

Cukup jelas.
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Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “defisit” adalah defisit sebagaimana
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “krisis pasar Surat Berharga Negara
domestik” adalah kondisi krisis pasar Surat Berharga Negara
berdasarkan indikator Protokol Manajemen Krisis (Crisis
Management Protocol-CMP) pasar Surat Berharga Negara yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Penggunaan dana SAL untuk melakukan stabilisasi pasar SBN
dapat dilakukan apabila kondisi pasar SBN telah ditetapkan
oleh Menteri Keuangan pada level krisis.
Krisis di pasar SBN tersebut dapat memicu krisis di pasar
keuangan secara keseluruhan, mengingat sebagian besar
lembaga keuangan memiliki SBN. Situasi tersebut juga dapat
memicu krisis fiskal, apabila Pemerintah harus melakukan
upaya penyelamatan lembaga keuangan nasional.

Stabilisasi pasar SBN domestik dilakukan melalui pembelian
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SBN di pasar sekunder oleh Menteri Keuangan.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang meliputi
perubahan SBN neto, penarikan Pinjaman Dalam Negeri,
dan/atau penarikan Pinjaman Luar Negeri. Penarikan Pinjaman
Luar Negeri meliputi penarikan Pinjaman Tunai dan Pinjaman
Kegiatan.
Dalam hal Pinjaman Luar Negeri dan/atau Pinjaman Dalam
Negeri tidak tersedia dapat digantikan dengan penerbitan SBN
atau sebaliknya dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan
fiskal.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “Dana Bantuan Internasional” adalah dana

yang dialokasikan untuk pembentukan endowment fund yang

bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pemberian bantuan

internasional yang mandiri sebagai alat diplomasi politik dan

ekonomi Indonesia yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan

Layanan Umum di bidang pengelolaan dana bantuan internasional.

Pasal 32

Ayat (1)

Salah satu upaya pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan
adalah dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas
produk pangan melalui peningkatan penelitian, pengembangan,
dan penyediaan benih perkebunan. Untuk itu, perlu dilakukan
penyertaan modal negara kepada PT Perkebunan Nusantara III
(Persero) yang berasal dari barang milik negara Kementerian
Pertanian yang dimanfaatkan oleh PT Riset Perkebunan
Nusantara berdasarkan usulan yang diajukan oleh Kementerian

Pertanian.

Ayat (2)

Pasal 33

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Barang Milik Negara” yaitu berupa
tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau
bangunan.

Penetapan BPYBDS sebagai PMN pada Badan Usaha Milik
Negara meliputi antara lain BPYBDS sebagaimana tercatat
dalam laporan keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

yang telah diserahterimakan oleh Kementerian Energi dan
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Sumber Daya Mineral untuk menjadi tambahan PMN bagi PT
PLN (Persero).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Ketentuan mengenai penjaminan Pemerintah untuk masing-
masing program diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “entitas terjamin” adalah pihak yang
memperoleh jaminan Pemerintah.

Ayat (3)
Pembentukan rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah
ditujukan terutama untuk menghindari pengalokasian anggaran
penjaminan Pemerintah dalam jumlah besar dalam satu tahun
anggaran di masa yang akan datang, menjamin ketersediaan
dana yang jumlahnya sesuai kebutuhan, menjamin pembayaran
klaim secara tepat waktu, dan memberikan kepastian kepada
pemangku kepentingan (termasuk Kreditur/Investor).

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Pengeluaran melebihi pagu anggaran antara lain dapat
disebabkan oleh:
1. Kondisi ekonomi makro yang tidak sesuai dengan kondisi
yang diperkirakan pada saat penyusunan APBN Perubahan

dan/atau laporan realisasi pelaksanaan APBN Semester
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Pertama Tahun Anggaran 2018;

Dampak dari restrukturisasi utang dalam rangka
pengelolaan portofolio utang;

Dampak dari percepatan penarikan pinjaman;

Dampak dari transaksi Lindung Nilai atas pembayaran
bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang;
dan/atau

Dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan

utang.

Pelaksanaan transaksi Lindung Nilai dilaporkan Pemerintah

dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kewajiban yang timbul dari transaksi Lindung Nilai bukan

merupakan kerugian keuangan negara karena ditujukan untuk

melindungi pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan

pokok utang dari risiko fluktuasi mata uang dan tingkat bunga.

Selain itu, transaksi Lindung Nilai tidak ditujukan untuk

spekulasi mendapatkan keuntungan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengaturan mengenai penyelesaian piutang instansi Pemerintah

termasuk mengenai tata cara dan kriteria penyelesaian piutang

eks-BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.
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Pasal 39
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Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah keadaan yang
menyebabkan prognosis penurunan Pendapatan Negara yang
berasal dari Penerimaan Perpajakan dan PNBP, dan adanya
perkiraan tambahan beban kewajiban negara yang berasal dari
pembayaran pokok dan bunga utang, subsidi bahan bakar
minyak dan listrik, serta belanja lainnya.
Huruf a

Yang dimaksud dengan “proyeksi” adalah proyeksi

pertumbuhan ekonomi paling rendah 1% (satu persen)

di bawah asumsi dan/atau proyeksi asumsi ekonomi

makro lainnya mengalami deviasi paling rendah

sebesar 10% (sepuluh persen) dari asumsi yang telah

ditetapkan, kecuali prognosis lifting dengan deviasi

paling rendah 5% (lima persen).

Huruf b

Kenaikan biaya utang yang bersumber dari kenaikan

imbal hasil (yield) SBN adalah terjadinya peningkatan

imbal hasil secara signifikan yang menyebabkan krisis

di pasar SBN, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

berdasarkan parameter dalam Protokol Manajemen

Krisis (Crisis Management Protocol-CMP) pasar SBN.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “karena suatu dan lain hal belum dapat
ditetapkan” adalah apabila Badan Anggaran belum dapat
melakukan rapat kerja dan/atau mengambil kesimpulan di
dalam rapat kerja, dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh
empat) jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada

Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Pasal 40

5. No.6138

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Lembaga Penjamin Simpanan
mengalami kesulitan likuiditas” adalah dalam hal perkiraan kas
yang dapat diperoleh dari sumber daya keuangan Lembaga
Penjamin Simpanan tidak mencukupi pada saat kebutuhan

dana harus dipenuhi oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “karena suatu dan lain hal belum dapat
ditetapkan” adalah apabila Badan Anggaran belum dapat
melakukan rapat kerja dan/atau mengambil kesimpulan di
dalam rapat kerja, dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh
empat) jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada

Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pasal 41

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.
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Pasal 44

Huruf a
Penetapan tingkat kemiskinan sesuai dengan metodologi
penghitungan Garis Kemiskinan Nasional yang dilakukan oleh
Badan Pusat Statistik.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.



